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X Soal Sengketa Pertamina-KBC:

KBC Sesalkan Keputusan

‘.

. JAKARTA Pengadllan
Negeri Jakarta Pusat (Jak-
pus) akhirnya memenangkan

Pertamina dalam sengke-

tanya dengan PT Karaha Bo-
das Company (KBC). Kepu-
tusan itu disesalkan oleh
Kuasa Hukum KBC, Rambun
Tjajo, karena dinilai tidak
memiliki dasar hukum yang
kuat, karena telah menganulir
keputusan arbitrase di Swiss.
+. Sementara itu, pihak Per-
tamina akan menggunakan
keputusan ini-iintuk membat-
alkan ‘keputusan pengadilan
di beberapa negara atas kasus
yang sama, serta keputusan ar-
bitrase internasional di Swiss.

"Berdasarkan hukum po- '

'sitif Indonesia dan hukum in-
ternasional, keputusan PN
Jakpus itu bisa digunakan
untuk membatalkan keputu-
san arbitrase internasional di
Swiss serta secondary juris-
diction yang digelar KBC di
beberapa negara lain, di ma-
na aset Pertamina disimpan,”
kata Ketua Tim Hukum Perta-
mina, Simson Pandjaitan di
Jakarta, Selasa (27/8).
Sebelumnya, dalam se-
buah sidang yang digelar di
PN Jakpus, Hakim Herri

Swantoro, Sllverster Djuma
dan Saparuddin Hasibuan
memutuskan menolak kepu-
tusan awal dan akhir arbi-
trase internasional di Swiss

sehingga keputusan itu di-'

nyatakan tidak mempunyai

"kekuatan hukum lagi dan ti-

dak dapat dlberlalmkan
Pertimbangan hakim di-
dasarkan. pada.New York
Convention®1958'
diratifikasi di Indonesia me-
lalui Keppres 34/1981.: "Dida-

sarkan pada konvensi itu, ke-

putusan arbitrase bisa‘diba-
talkan ‘oleh otoritas yang ber-
kompeten di negara di mana
perjanjian itu ditandatangani
atau di bawah hukum perjan-
jian itu dibuat;” kata Simson.
Selain itu, PN Jakpus juga
melihat bahwa komposisi ar-
bitrator tidak sesuai dengan
kesepakatan para pihak, se-
hingga keberatan Pertamina
atas keputusan yang dija-
tuhkan, bisa dimengerti. Hal
ini juga berarti PN Jakpus
menilai para arbitrator yang
mewakili Pertamina dalam
persidangan di Swiss lalu,
melebihi kewenangannya.
Hal pokok lainnya, kepu-
tusan itu dianggap berten-

a.ngsudah-

tangan dengan kepentingan

umum. "Hakim melihat pe-

nangguhan;proyek itu di-
lakukan oleh presiden, bukan
Pertamina. Karena itu BUMN

itu tidak harus menanggung

rlslkonya karena keputusan
presiden didasarkan pada ke-
pentingan umum masyarakat
Indonesia,”. tambah. Slmson
Selanjutnya keputusan
PN Jakpus tersebut akan di-
gunakan untuk membatalkan
keputusan pengadi]an. di ber-

 bagai negara lain, "Namun

Simson mengakui, keputusan
ini tidak serta merta-membat-
alkan keputusan pengadilan
di Houston yang sudah mem-
bekukan aset BUMN itu sebe-
sar US$ 261 juta.

"Kami memang harus
memberikan penjelasan tam-
bahan kepada mereka. Na-
mun kami akan melakukan-
nya, dan yakin ini bisa diata-
si,” tambahnya.

Tanggapan KBC

Rambun Tjajo mengata-
kan keputusan ini dinilai ti-
dak memiliki dasar-hukum
yang kuat, karena telah meng-
anulir keputusan arbitrase di
Swiss, yakni negara yang

‘engadllan Negeri Jakpus

telah dxsepakatl kedua belah
pihak untuk menyelesaikan
perkara yang mungkin terja-
di dalam kontrak yang ditan-
datangani tahun 1994. .
”"Karena. itu keputusan

* hari ini tidak memiliki dasar

hukum sesuai dengan prin-
sip-prinsip hukum interna-
sional; melanggar hukum In-
donesia’serta'mengecilkan ar-
ti kontrak-kontrak yang di-
tandatangani di Indonesxa 4
tambahnya

.Ia menilai keputusan ini
akan lebih- membantu posisi
hukum:KBC di pengadilan di
luar Indonesia, yang telah ber-

. ulang kami memerintahkan

Pertamina untuk menghen-
tikan tindakan hukumnya,
Anggota Komisi VIII DPR
RI, Priyo Budi Santoso mem-
inta agar KBC menerima ke-
putusan tersebut, karena ke-
putusan itu sesuai hukum
Indonesia. KBC harus meli-
hat bahwa penangguhan, bu-
kan pembatalan proyek seper-
ti yang sering dikemukakan
perusahaan itu, merupakan

*keputusanpemerintah Indo-

nesia yang didasarkan pada
kondisi umum masyarakat
Indonesia. (K-10) ,



